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kedaulatannya




PENGALAMAN ELEKTORAL ARIA BIMA °

IMPLIKASI PADA BESARAN KURSI PER DAPIL

:  WAKIL
norma saat ini _..l.,_
. wllis
KONSTITUEN
WAKIL
- ) 3-8kursi L I‘_'_
Dapil Jawa Tengah V 1 alternatif o
Surakarta - Sukoharjo - Boyolali - Klaten 5 288
r KONSTITUEN
WAKIL
Tanpa batas e b Sl
_ atas yang tegas I
» 5 usulan koalisi
: masyarakat sipil o o
123 529 I
) KONSTITUEN
T suara -y Dapil terlalu b d jauhk
suara e A apil yang terlalu besar cenderung menjauhkan
- \&/ wakil dari konstituen.
ii Jarak representasi | ﬁ Kompetisi internal T

SIKAP

Besaran kursi per dapil perlu tetap moderat
agar jarak antara wakil dan konstituen
tetap terjangkau.

Pasar Rakyat Balai Desa Pengajian & Majelis Petani Tembakau Pedagang Batik

~ Basis tradisional tetap perlu dirawat setiap periode. i




Pasca Putusan MK No. 135/PUU-XXI1/2024

KETIKA PEMILU DIPISAH

Uji Loyalitas dan Ongkos Elektoral

OKTOBER 2031

PEMILU DAERAH

Gubernur « Bupati « Wali Kota
DPRD Provinsi « DPRD Kab/Kota

= JUNI 2029 JEDA +2 TAHUN

PEMILU NASIONAL —————0 > >

Presiden & Wakil Presiden « DPR « DPD @
> > > D

R AKUNTABILITAS

Penilaian nasional dan
daerah menjadi lebih terpisah

MESIN PARTA' LOKAI_ ' UNGKOS ELEKTORAL Akuntabilitas elektoral menjadi

Efek ekor jas figur nasional lebih terukur
hilang untuk kontestasi daerah

Dua siklus kampanye besar

: Beban kerja dan biaya
Mesin partai lokal dituntut lebih mandiri politik meningkat

i Ly

g \\  DASAR RUJUKAN
Putusan MK No. 135/PUU-XXI11/2024

Rancangan Pasal 1 angka 1a dan Pasal 558A Draf Revisi UU Pemilu

DINAMIKA BARU

Konfigurasi politik daerah berubah di tengah
periode kerja DPR hasil Pemilu 2029




ARAH RUU PEMILU g

Ambang Batas, Partai Baru,
dan Pencalonan Presiden

(_< MENCARI TITIK TEMU Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXI1/2024
e L Y ‘1
_ Dialog lintas partai perlu bertumpu pada e
.. kajian empiris atas performa parlemen dan 9
e g \ kebutuhan representasi. "
JIIg) AMBANG BATAS PARLEMEN = - PENCALONAN PRESIDEN

— PARTAI BARU / NONPARLEMEN e Sa g
> 4% / \ Rancangan Pasal 172A — Draf Revisi UU Pemilu 5 0 %
g 5 '
5 g |

i

|
_ R v x S .
Terlalu tinggi: 1l .
suara rakyat terbuang : - Nasional
: * Lebi
Testahrrendik: a DPRD ebih banyak pasangan calon
frangHtHSi par|emen - Prl:wlr'ISI T Mencegah penyanderaal"l pﬂ'litik
Titik temu: 5 Kab/Kota ' :

Lebih
proporsional

kapasitas mengisi alat
kelengkapan DPR (AKD)

{ EEEET ;ﬁ:jﬁkaﬂ _ Sanksi: Pasal 235 ayat (5)
* " dalam Draf Revisi UU Pemilu

terkendali

DASAR RUJUKAN

- e B e e L ® Rancangan Pasal 172A serta Pasal 173-174 Draf Revisi UU Pemilu
(ambang batas parlemen)

® Putusan MK No. 62/PUU-XXI1/2024 & Pasal 235 ayat (5) (verifikasi partai baru)
s (pencalonan presiden) ; ]




Pasca Putusan MK No. 128/PUU-XXIV/2026

KOMITMEN ATAS 30% PEREMPUAN

Kepengurusan ¢ Pencalonan ¢ Kepemimpinan e Perlindungan

N W= X

3 @
o KEPENGURUSAN PARTAI o PENCALONAN LEGISLATIF ; 9 KEPEMIMPINAN

1 perempuan

pada min. 30%

Rancangan

Rekomendasi revisi Pasal 246
3 0 (y NO.URUT  DAFTAR CALON POLA ZIPPER | i i
0 No. 1 perempuan 1 Perempuan | 3’ 1 3 \"
. . . .

a
dapil 2 ; Laki-laki "~ dari setiap = \{ i/
Pasal 173 — api. | s 3 nama < 3.&'
G @ @ @ DrfRevisi | | o 3 | & lakibd |J | DKL
F ® - |
UU Pemilu Z”’PE.R S'fSTEM 4 & Perempuan il Afirmasi diperluas
Min. 30% perempuan dalam ;da” SEt;aﬁ' - 5 & Laki-laki > darl satiap _ hir"lgga struktur
kepengurusan pusat partai. Vg Qs = e 3 hama ' pimpinan DPR, DPRD,
perempuan. 6 & Laki-laki = dan alat kelengkapannya.
% N g N
N Representasi perempuan Megawati
1111 ditempatkan sebagai bagian dari Soekarnoputri
T identitas politik, rekam jejak Ketua Umum
PRINSIP YANG kepemimpinan, dan FERPetushgan
DIPEGANG penerimaan elektoral. Simbol kepemimpinan

perempuan di pucuk partai.

B
o PERLINDUNGAN POLITIK

-~
>

s A

Perlindungan dari kekerasan
politik berbasis gender:
pelecehan, disinformasi,
dan serangan personal.

~

Puan
Maharani

297.566 suara

Ketua DPR

Contoh penerimaan elektoral
perempuan yang konkret.

" DASAR RUJUKAN ——

Putusan MK
No. 128/PUU-XXIV/2026

(keterwakilan perempuan
dalam pencalonan DPR/DPRD)

Rekomendasi Pokja Politik Perempuan Nasional
terhadap Revisi UU Pemilu
(poin 1 dan 6-11)

Rancangan Pasal 173
Draf Revisi UU Pemilu
(30% perempuan dalam
kepengurusan pusat partai)




Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022

SISTEM PEMILU TERBUKA ATAU TERTUTUP"

I}.:n rza;.:e rumah, Refleksi dari Dua Dekade Pengalaman Elektoral
ari hati ke hati

Ttulah Yang membuat

Putusan MK menegaskan: sistem proporsional terbuka lebih dekat
dengan semangat UUD 1945. Perubahan sistem adalah ruang kebijakan
hukum pembentuk undang-undang.

: ﬁ SIAPA YANG LEBIH MENENTUKAN WAKIL?

PEMILIH 4—@—» PARTAI

SISTEM CAMPURAN SISTEM TERTUTUP

Alternatif dalam Draf Nomor urut yang ditentukan
Revisi UU Pemilu. partai lebih menentukan.

(® Biaya politik dapat ditekan.

(® Kompetisi tidak sehat antarcaleg
satu partai dapat berkurang.

| "SISTEM TERBUKA

Pemilih memilih nama calon.

Kedekatan personal wakil- |
konstituen tetap relevan. Usulan koalisi ;

masyarakat sipil.

(® Biaya politik meningkat.
() Kuasa penentuan lebih besar

berpindah ke elite partai.

@ Kompetisi internal antarcaleg
lebih tinggi.

CATATAN EMPIRIS

Dua puluh tahun pengalaman elektoral dibangun dalam sistem
terbuka, ketika hubungan personal dengan pemilih tetap menentukan.
(Perjalanan elektoral 2004-2024)

CATATAN

Perubahan sistem perlu dipertimbangkan matang agar tidak
semakin menjauhkan wakil dari yang diwakilinya.
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